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Article Info ABSTRACT

Article history: Siswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang membutuhkan
perlindungan dan perhatian secara khusus, karena seorang siswa merupakan
generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan di masa yang akan
datang. Dalam Konteks siswa yang hamil pada saat menjalani pendidikan di
sekolah seharusnya mendapatkan jaminan serta perlindungan untuk tetap
melanjutkan pendidikannya disekolah. Namun realitanya banyak sekolah yang
langsung memberikan hukuman berat bahkan pemecatan terhadap siswa
tersebut dari sekolah, tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan Amanat
Pendidikan UUD RI pada pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan
Siswa hamil bahwa: “(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap
Dinas pendidikan warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib
Figh siyasah membiayainya”. Maka melalui regulasin ini Dinas Pendidikan sebagai
penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di tingkat daerah harus berperan
dalam menjamin keberlangsungan pendidikan terutama bagi siswa yang hamil
saat masih berstatus aktif disekolah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui peran dinas pendidikan
tentang siswa yang hamil dengan status aktif sebagai pelajar dan pandangannya
terhadap Figh siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa melallui beberapa kajian
teori yang ada maka peneliti menyimpulkan adapun peran dinas pendidikan
sebagai berikut: 1) Menyeragamkan Tatat Tertib Sekolah, 2) Meningkatkan
Supervisi serta 3) Melakukan Pembinaan terhadap Siswa yang Hamil.
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Pendahuluan

Pendidikan merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia, begitu pentingnya
pendidikan bagi kehidupan manusia sehingga menjadikan pendidikan sebagai prioritas dan tanggung jawab
sebuah negara dalam menuntaskannya. Pemenuhan terhadap pendidikan ini juga merupakan amanat dari
konstitusi yang secara rinci dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan” (Indonesia, 2022)

Amanat ini juga ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan
pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar
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menjadi manusia yang beriman, bertagwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai
dengan hak asasi”.

Dari berbagai regulasi tersebut, maka sudah semestinya negara menempatkan pendidikan ini sebagai salah
satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai makna dari konsep negara
Indonesia sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus didasarkan atas hukum,
oleh karena itu pelaksanaan atas pendidikan disekolah dapat terwujud dengan baik, tentu hal ini akan
berimplikasi kepada perkembangan siswa agar dapat menjadi generasi bangsa yang unggul dan memiliki akhlak
yang mulia

Siswa merupakan salah instrumen dan objek yang sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa, karena
seorang siswa merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan di masa yang akan
datang. Agar harapan itu terwujud, maka pemerintah maupun lapisan-lapisan dari masyarakat memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi pola perkembangan anak sehingga tak akan memunculkan kejahatan
maupun sikap yang buruk yang dimiliki oleh anak tersebut. Namun pada realitanya saat ini seiring pesatnya
perkembangan teknologi, sudah menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa dihindarkan akan perbuatan buruk
yang dilakukan para anak terutama siswa di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menegaskan bahwa terdapat 500 kasus lebih kenakalan remaja yang
dilakukan oleh anak Indonesia disetiap tahunnya, hal ini juga diperburuk oleh banyaknya Anak Indonesia yang
hamil diluar nikah atau hamil di usianya yang masih menginjak bangku persekolahan, KPI juga mencatat bahwa
ada sebanyak 231 Anak di Indonesia yang Hamil di usianya berkisar 14-17 tahun , tentu hal ini sangatlah
menjadi problem yang serius dan akan memberikan dampak yang begitu besar bagi kelangsungan
pendidikannya di sekolah(Putu et al., 2020).

Pada penerapannya siswi yang ketahuan hamil, pihak sekolah sering menganggap hal tersebut sebagai hal
yang merugikan pihak sekolah karena dapat merusak nama baik sekolah. Sekolah akan mengeluarkan siswi
yang hamil dengan cara meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan sikap
sekolah yang kurang berpihak kepada siswi yang hamil. Sekolah yang menjadi harapan orang tua untuk dapat
mendidik dan membimbing anak-anaknya dengan baik, ternyata dalam realitanya tidak memberikan bantuan
dalam bentuk apapun. Siswi hamil yang dikeluarkan akan mengalami penilaian buruk dari masyarakat. Hal ini
tentunya menambah beban psikologis bagi siswi tersebut. Hukuman yang diberikan oleh sekolah kepada siswi
dengan cara mengeluarkan dari sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dilakukan
oleh pihak sekolah. Pihak sekolah sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi
hak anak dalam tumbuh kembangnya yang sewajarnya.

Dikeluarkannya siswa tersebut dari sekolah dapat dikatakan telah melanggar hak anak untuk mendapatkan
perlindungan hak pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan tanpa adanya
diskriminatif yang dapat diartikan bahwa semua Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama atas
pendidikan tanpa adanya pembedaan di dalamnya. Seperti halnya dalam siswi hamil, siswi hamil harus
mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lain tanpa harus dikucilkan statusnya (Irawan, 2022)

Namun dari sedimikian rupa regulasi yang mengatur baik Undang- Undang maupun Peraturan Menteri
sekalipun tidak memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap siswa yang hamil di usianya yang masih
terikat dalam usia wajib belajar untuk mendapatkan hak nya menenmpuh kembali pendidikan tersebut, karena
masih banyak sekolah yang memiliki peraturannya sendiri terutama dalam memberikan sanksi kepada siswa
yang hamil. Hal ini terlihat Banyak siswi hamil yang dikeluarkan dari sekolah diantaranya menjelang Ujian
Nasional, salah satunya siswi SMKN 3 Kota Blitar, Siswi tersebut terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional
karena hamil, padahal yang bersangkutan sudah masuk dalam Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian
nasional.(Malik et al., 2015)

Siswi berinisial JS di SMAN 2 Kabupaten Sumba Timur dan salah satu siswi SMA Swasta di kabupaten
Timor Tengah Utara (TTU) tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) dan terancam tidak bisa menyelesaikan
studinya di tingkat SLTA. Tanggal 23 Februari 2013, JS di Sumba Timur dikeluarkan dari sekolahnya (SMAN
2 Waingapu) dengan alasan hamil, akibat kebijakan itu, JS tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) dan
terancam tidak bisa menyelesaikan studinya di tingkat SLTA. Padahal JS tetap bersekolah, dan sudah mengikuti
ujian semester I (ganjil) serta try out dan sudah terdaftar sebagai peserta US/ UN tahun 2012/2013 dengan
nomor ujian 12-002-050-7. (Samawati & Nurchayati, 2021)

Oleh karena itu dalam mencegah serta memberikan batasan agar permasalahan pengeluaran anak yang
hamil dari sekolah tidak terulang kembali, maka dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan yang besar
atas pengawasan sekolah tersebut, dalam hal ini yaitu dinas pendidikan karena lembaga ini merupakan
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perangkat kerja di lingkungan daerah yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan disekolah, memberikan pengawasan terhadap aktivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah, sehingga
sudah sepantasanya dinas pendidikan memiliki peran yang begitu besar terhadap perlindungan Siswa yang
hamil untuk tetap mendapatkan hak pendidikannya di sekolah.

Beranjak dari uraian tersebut, tentu terjadinya kasus kehamilan siswa yang masih berstatus aktif di sekolah
menjadi sebuah tenggung jawab yang besar oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan sebagai pengawas dari
lembaga pendidikan tersebut agar hak hak siswa yang hamil masih terpenuhi diantaranya yaitu hak untuk
mendapatkan pengajaran dari para guru disekolah. Menindaklanjuti persoalan ini peneliti tertarik untuk
mengembangkannya menjadi sebuah jurnal agar diperoleh sebuah informasi yang kongkrit tentang bagaimana
sebanarnya status siswa yang hamil dalam keadaan masih bersekolah dan peran yang diberikan oleh dinas
pendidikan. oleh karena itu peneliti menarik sebuah judul “Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Kasus
Kehamilan Siswa Tentang Siswa Persfektif Figh Siyasah”

Metode

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka diperlukan adanya metode yang sistematis untuk
menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan
(library research) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-dokrtin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang
dikaji. Penelitian hukum normatif yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Pendidikan
Dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa Tentang Siswa Persfektif Figh Siyasah.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang
tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka
berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Setelah keseluruhan
data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu
kesimpulan.Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan
teknik analisis isi. Analisis isi dalah metode dalam menganalisis data atau sumber yaitu dengan cara menarik
kesimpulan pada sumber yang diperoleh serta menyesuaikannya dengan persoalan yang sedang di kaji.(Salim
& Syahrum, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Pendidikan Tentang Siswa Yang Hamil Pada Saat Pendidikan Sekolah Menurut Figh Siyasah

Hambali asyukri menyimpulkan penelitiannya yang berjudul Hilangnya Hak- Hak Siswa di lingkungan sekolah
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tidak seragamnya tata tertib yang dibuat oleh sekolah
sehingga sekolah yang satu dengan yang lainnya memiliki peraturan tata tertib sekolahnya masing-masing, disisi
lain tata tertib yang dibuat oleh sekolahpun terlihat tidak bersifat meringankan namun terkesan lebih mengarah
kepada paksaan dan memberatkan siswa tersebut, sehingga tak jarang dapat ditemukan akan adanya hak —hak
siswa yang tidak terpenuhi melalui tata tertib tersebut. Tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnnya
pengawasan dinas pendidikan selaku penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan daerah. Oleh karena itu
melalaui pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran dinas pendidikan dalam menjamian hak
kependidikan siswa yang hamil diantaranya yaitu:

Menyeragamkan Tata Tertib Sekolah dan Ikut Serta Dalam Mengevaluasinya

Tata tertib sekolah merupakan aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan
efektif dan efisien yang dibuat secara tertulis dan memiliki kekuatan mengikat, maka kemudian penting untuk
dipahami bagaimana proses pembuatan tata tertib sekolah tersebut. Dari pengertian itu, maka dapat dipahami
bahwa tata tertib sekolah atau peraturan sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan
pembelajaran di sekolah.(Supriadi et al., 2014)

Tata tertib sekolah berfungsi untuk menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan
pembelajaran yang efektif. penyelenggaraan pendidikan disekolah dapat terlaksana dengan optimal dikarenakan
sudah memiliki pedoman yang terdiri dari perbuatan yang dilarang siswa, aktivitas siswa disekolah beserta
sanksi- sansi yang akan ditermia siswa tersebut bila melanggar tata tertib sekolah. Tidak adanya regulasi yang
mengatur tentang pedoman pembuatan tata tertib disekolah menyebabkan munculnya tata tertib sekolah yang
berbeda- beda di tiap sekolahnya, hal ini tentu sangat berdampak bagi perkembangan serta pembentukan
karakter siswa sebab pihak sekolah terlalu bebas dalam menentukan sanksi atas pelanggaran yang dilakukakan
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siswa terhadap tata tertib tersebut. Tidak adanya acuan yang tepat dalam pembuatan tata tertib sekolah juga
menyebabkan sekolah terlalu mengedepankan asas kesalahan siswa namun menghilangkan asas pembentukan
karakter, karena pada praktiknya banyak ditemukan tata tertib yang dibuat oleh sekolah terkesan memberikan
perlakuan yang berat kepada siswa seperti hukuman skors dan lain sebagainya.(Satrio & Meirinawati, 2016)

Oleh karena itu untuk memberikan implikasi agar permasalahan itu tidak terulang kembali, maka
dibutuhkanlah peran melalui dinas pendidikan selaku penanggung jawab proses pendidikan di daerah. Dinas
pendidikan harus memberikan evaluasi terhadap tata tertib yang dibuat oleh pihak sekolah, selain itu dinas
pendidikan juga seharusnya menyeragamkan tata tertib sekolah di seluruh sekolah di daerahnya, upaya tersebut
dilakukan dengan sistematika berupa memanggil seluruh kepala sekolah baik swasta maupun negeri untuk
memusyawarahkan tata tertib yang baik dan tidak akan menghilkangkan hak hak siswa di sekolah. Proses
tersebut dilakukan secara rutin serta dinas pendidikan harus mengutus beberapa tim untuk melakukan supervise
atau pengawasan terhadap sekolah agar dapat memastikan bahwa sekolah menerapkan tata tertib yang telah
dibuat tersebut (Pamungkas, 2022).

Syahril menyatakan bahwa ada bebarapa kategori pelaksanaan tata tertib sekolah yang baik dan efektif
diterapkan di lingkungan sekolah diantaranya yaitu: Tidak bertentangan dengan regulasi yang ada atau
ketetapan Undang- Undang, Memberikan dampak yang baik bagi pembentukan karakter siswa, Menyertakan
orang tua siswa dalam segala pelaksanaanya, Tidak mengandung sanksi fisik ataupun pelecehan, Tidak
memberikan sebuah pelanggaran ayang akan menghilangkan hak-hak siswa di sekolah, Mengedepankan nilai-
nilai moral dalam setiap peraturan sekolah, Jumlah sanki yang tidak boleh lebih dari satu di setiap
pelanggarannya(Asrullah et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyeragaman tata tertib disekolah merupakan langkah
yang tepat untuk dilakukan oleh dinas pendidikan sebagai penanggung jawab terselenggaranya pendidikan di
daerah. Dinas pendidikan harus berperan aktif dalam mengawasi aktivitas pendidikan di sekolah salah satunya
mempehatika tata tertib yang dibuat oleh sekolah, karna jangan sampai tata tertib di sekolah akan
menghilangkan hak- hak siswa seperti hal nya siswa yang hamil disekolah, ini juga harus menjadi perhatian
khusus oleh dinas pendidikan untuk menyeragamkan tata tertib seluruh sekolah di daerahnya sehingga tata
tertib yang memiliki sanksi pemecatan bagi siswa yang hamil dapat dihilangkan karena akan memberikan
dampak yang buruk bagi masa depan siswa terlebih jika harus terputus pendidikannya.

Meningkatkan Supervisi Terhadap Penyelengaraan Pendidikan di Sekolah

Secara teoritis Supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti diatas dan
vision berarti melihat, atau dapat disebut dengan istilah inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilian,
dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau seseorang yang berposisi sebagai pimpinan terhadap hal-
hal yang ada dibawahnya. Secara hakikat pendidikan Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa
bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar
dan belajar dan belajar pada khususnya. Sebagai salah satu aspek dalam pengambilan keputusan bagi kepala
sekolah, Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik

Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan
dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa, Meningkatkan kualitas
pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya
siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan (Slameto, 2016).

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Sebagai Lembaga yang bertanggung
jawab atas penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah memiliki peran sebagai suvervisi sekolah, yang artinya
mengawasi sekolah-sekolah atas pelaksanaan pendidikan di lembaga tersebut, seperti pengawasan sarana
prasarana, pengawasan administrasi sekolah serta pengawasan terhadap perkembangan siswa dalam belajar
disekolah. Oleh karena itu terkait siswa yang hamil yang dikeluarkan oleh sekolah, seharusnya dinas pendidikan
mengambil peran dalam memberikan pengawasan terhadap sekolah-sekolah agar tidak mengambil keputusan
sendiri dalam menetaapkan peraturan maupun sanksi terhadap siswa (Rahman ABD, 2021).

Melakukan Program Pembinaan terhadap Siswi Yang Hamil

Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang menjamin hak sampai kepada siswa mimiliki wewenang yang besar
untuk memastikan anak- anak di wilayahnya memperoleh hak tersebut. Siswa yang hamil dalam pandangan
Undang- Undang tetap diperbolehkan untuk melanjutkan kembali masa pendidikannya disekolah, namun yang
menjadi permasalahan adalah kondisi kelas bagi nya yang masih belum dapat dipastikan menjamin
perlindungannya dari bulliying teman- temannya, kemudian kondisi kelas yang tidak nyaman untuk posisi

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu


https://jurnal.iicet.org/index.php/sajts/index

Peran dinas pendidikan dalam mengatasi kasus kehamilan ... 333

duduknya karena dikhawatirkan membahayakan kondisi janin yang ada dikandungannya.(Fadhilah & Syabhril,
2019)

Melalui permasalahan tersebut maka seharusnya dinas pendidikan mengambil langkah yang terpat serta
manajemen pembelajaran yang optimal bagi siswa hamil tersebut. Mereka tidak bisa digabungkan dengan
teman-temannya di dalam kelas, dikarenakan hal ini akan menggangu fisikisnya terlebih perkembangan mental
anak.(Susiana, 2016) Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi pembelajaran bersifat memudahkan siswa hamil
dalam mengikuti proses pendidikan, bisa saja dengan sistem daring atau pembelajaran online atau pembeljaran
disekolah namun mengikuti pembelajatran secara private dengan seorang guru, sehingga ia merasa aman dan
tenang dalam mengikuti pembelajaran disekolah tersebut.(Aryanti et al., 2020)

Pada Hakikatnya Siswa yang hamil namun masih dalam status aktif bersekolah merupakan sebuah
perbuatan yang tidak baik bagi seorang anak, namun terlepas dari pandangan tersebut ia juga masih memiliki
hak untuk menempuk pendidikan wajib belajar tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun regulasi yang
ditemukan bahwa siswa yang hamil harus dikeluarkan dari sekolahnya kecuali siswa yang melakukan tindakan
kriminal yang terjerat oleh pihak kepolisian, tentu hal ini yang menjadi dasar kepada pihak sekolah untuk tidak
mengeluarkan siswa yang hamil dari sekolah tersebut. Hal ini juga memberikan perintah kepada dinas
pendidikan untuk memerintahkan kepada pihak sekolah agar memberikan pembinaan rutin kepada siswa yang
hamil tersebut karena pada kondisi itu ia berada pada kondisi akal fikiran yang tidak tenang.

Kajian Figh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pendidikan Dalam Memberikan Jaminan Kepada Siswi Yang
Hamil Saat Proses Pendidikan

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan
memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah,
memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab,
yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa
kepada kemaslahatan. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa figh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-
ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh
pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan
umat.(Jafar, 2018)

Berangkat dari defenisi tersebut jika dipahami bahwa permasalahan yang ada pada penelitian ini termasuk
dalam kajian figh siyasah yaitu peran dinas pendidikan yang dalam kajian figh siyasah termasuk kedalam bidang
siyasah syariyyah. Menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah syariyyah adalah Suatu ilmu yang membahas
tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang- undangan dan sistim yang sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.(Arake, 2019)

Dalam pandangan islam pelaksanaan pelayanan pemerintah harus mengandung asas maslahah yaitu sesuatu
yang dapat membawa manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di
dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi mudharat sedang teks syari’at tidak ada yang khusus membenarkan
atau membatalkannya, serta asas keadilan yang senantiasa menyertainya. Islam mengajarkan kepada setiap
ummat untuk berlaku adil dalam kondisi apapun termasuk kepada setiap kebijakan- kebijakan yang dihasilkan
dari lembaga pemerintah, ummat sebagai penerima kebijakan tersebut harus merasakan kemanfaatannya serta
harus berada pada kondisi yang adil sehingga tidak ada ummat yang merasakan adanya diskriminasi atau
pengecualian karena islam sangat melarang akan perbuatan diskriminasi tersebut, secara jelas allah gambarkan
persoalan ini di dalam Al- Quran surah Al maidah ayat 8 sebagai berikut:

e 22 o8 s 2 B op g ox e T Soalio BT e 5K el TG b oce s g oded (odl| zenB LT
G 55 0 o A TP T e 48 s sk jss 5 Tl eTagts db e 3035 1 Gl
Og!,oﬁuf *A::’.

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.
Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang
kamu kerjakan.(Qur’an Surah Al- Maidah ayat 8) .(Dan & Penafsirannya, 2018)

Imam jalaluddin Asuyuti dalam tafir jalalen menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai penegas bagi seorang
panglima perang dari bani Quraisy yaitu Abu Hambilah yang tidak mau memberikan fasilitas perang kepada
syaukh Bin Akdar dikarenakan Abu Hambila tidak menyukai sifat yang dimiliki oleh Syauhk yang Pemarah
dan egois oleh karena itu Bersamaan dengan hal itu turunlah ayat ini sebagai penegas bahwa dalam setiap
kondisi apapun kita harus berlaku adil walaupun dengan orang yang kita benci dan tidak kita senangi, karena
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perintah untuk adil itu tidak harus memandang siapapun orang nya namun ketika sudah perintah untuk berbuat
adil maka laksanakanlah perintah tersebut, karena itu datang nya dari Allah SWT.(Nasution & Mansur, 2018)

Melalui ayat di atas menjadi sebuah penerang atas permasalahan yang saat ini terjadi yaitu pemecatan siswa
yang hamil dari sekolahnya, tentu ini sangatlah mennghilangkan hak memperoleh pendidikan yang sudah jelas
dilindungan dan dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu Dinas Pendidikan sebagai pelaksana dari
penyelengara pendidikan di tingkat daerah harus memberikan peran yang aktif untuk mengawasi sekolah agar
menjamin hak pendidikan tersebut terlaksana. Sesuai dengan kajian figih siyasah sebuah kebijakan harus
bersifat maslahah dan adil itu artinya kemanfaatan serta keadilan harus dirasakan oleh siswa yang hamil
tersebut, walaupun ia dipandang telah melakukan hal yang buruk, karena dalam islam sesuai dengan Surah Al-
maidah ayat 8 tersebut, untuk berlaku adil tidak harus memandang orang itu harus baik atau tidak, dalam ayat
ini memrintahkan kepada kita untuk berilah keadilan itu walaupun kita membencinya.

Simpulan

Mengeluarkan siswi hamil dari sekolah adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak
untuk mendapatkan pedidikan. Sistem pendidikan nasional memiliki dasar hukum yaitu pada Pasal 31 ayat (1)
dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (2)
Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayanya.

Adapun Peran Dinas Pendidikan sebagai Penangung jawab atas penyelengaraan pendidikan di daerah
terkait akan adanya siswa yang hamil dinataranya yaitu, 1) menyeragaramkan Tata Tertib yang dibuat oleh
sekolah, 2) Meningkatkan Supervisi terhadap Sekolah, 3) Melakukan Program Pembinaan terhadap siswa yang
hamil. Sesuai dengan kajian fiqih siyasah sebuah kebijakan harus bersifat maslahah dan adil itu artinya
kemanfaatan serta keadilan harus dirasakan oleh siswa yang hamil tersebut, walaupun ia dipandang telah
melakukan hal yang buruk, karena dalam islam sesuai dengan Surah Al- maidah ayat 8 tersebut, untuk berlaku
adil tidak harus memandang orang itu harus baik atau tidak, dalam ayat ini memrintahkan kepada kita untuk
berilah keadilan itu walaupun kita membencinya.
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